PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
maka dipandang perlu menambah Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam bentuk Asset
maupun dana kepada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya
Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur pada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya
Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106 );

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4724);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4698);

10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11.Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tentang
Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis ngayoh, MM sebagai Gubernur
masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A.
Karim, M.Sc sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Timur sampai

dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun
2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA
PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2.
3.

10.

11.

12.

13.

. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau
barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga
dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan
manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang
dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.

. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun
anggaran tertentu.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan
nilai kekayaan bersih.

Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang
berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hotel Grand Pandurata adalah Hotel milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
yang berada di Jakarta.

Puskib adalah Pusat Kegiatan Islamiah Balikpapan.
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